SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TH‘Z’GKAT I
JAWA BARAT s
WNomor : 660,31 /8k/694-BKPMD/82
Lampiran : 3 (tga)

Tentang :

TATA CARA PENCENDALIAN DAN KRITERIA
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI

GUEERNUR KﬁPALﬁu DAERAH TINGKAT 1 JAWA BARAT

Menimbang ¢ a. bahwa perkembangan dan pemanpaatan teknolop
cukup menunjang perkembangan sektor Industr
dan mulal menunjukan peranan yang cukup ber-
arti bazi kelancaran pelaksanaan pembangunan;

b. bahwa dalam perkembangan sektor Industrd’ ter-
scbul dirssakan pula menimbulkan akibat-akibat
sampingan terhadap keserasian dan kescimbangan

Lingkungan hidup antarz lain dalam berbagai
bentuk pencemaran;

c. bahwa untuk tetap terpeliharanya kelestadan tata
lingkungan hidup vyang serasi dan seimbang un-
tuk menunjang pembangunan yang berkesinam-
bungan, maka terhadap akibat-akibat sampingan
dari perkembangan Industrd tersebut, harus segem
diambil langkah-langkah pencegahan penpendalian
dan penanggulangannya;

d. bzhwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf a, b dan ¢ di atas, perlu sepera menetap-

_kan tata cara Pengendalian den Kriteria Pence -
maran Lingkungan akibat Industr.

-Mengingat ¢ 1. Undangundang No. 5 Tahun 1974 ‘entang pokok.
. posok Pemerintahan di Daerah,

2. Undang-undang Gangguan stb 1926 No. 226 yo
stb 1940 No, 14;

3. Undang-undang No, 11Tahun 1974 ttntﬂ:ig Pe -
_ng”lmn

4. Undang-undang No. 9 Tahun 1974 teniang Fo-
ka‘.k-po]-:ok Kesehatan,
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Menetapkan

"5.Undiang-undang Mo.. 2 -Tahun 19635 tentang Hygine.

il Bedrufsregiemantarmg Ordonantie Tahun 1934 Stb

193 Mo, 85 vyo, stb 1948 No. 224 sehagaimana
beberape  kali divbah dan ditambah;

7. Undang-undang No. I Tahun 1970 tentang Kesela-
matan Kerja;

8. Peraturan Menteri. Kesehatan E.L Mo, 173/Men.
Kes/Per/VII1/1977 tentang Badan Air Umum ber-

bapai kegunaan yang berhubungan dengan Kesehat

L an; :

9, Surat Keputusan Menterd Perindustrian WNo. 12/M/
SK/I/1978 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Pencemaran;

10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1026 /
Men/1976 tentang Nilai Ambang Batas bahan ki-
miag di tempat kerja;

11. Peraturan Daerah Propinsi Deerah Tingkat 1 Ja -
wa Barat No, 1/DP.O40/PD/1977 tentang Pengen-
-dalian Pemberan Pengambilan dan Pembuangan Air
limbah Perusshaan-perusahazn Industr;

12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
1 Jawa Barat No. 192/Ks:212-Kes/1980 tentang
Pembentukan Team Koordinasi Penanggulangsa Po-
lusi Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat. -

Memutuskan:

: Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran
Lingkungan Akibat Industri scbagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN - UMUM
Pasal |

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1. "Gubernur Kepala Daerah" . adalah Gubernur Kepala Daersh
Tingkat 1 Jawa Barat;

2. ""Bupati/Walikotamadva Kepala - Daerah” afiaiah Bupati/Wali-
kotamadva Kepala Daerah Tingkat II di scluruh Jawa Bamat;
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10.

(1)

(2)

"Team Koordinasi Penanggulangan Polusi™ adalah Team Koordi-
nasi Penanggulangan Polusi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ba-
rat selanjutnya disebut TKP-Z; o
"Percemaran Lingkungan' adalah masuknva atan dimasukannya
mahluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam
lingkungan dan atau berubahnya tanaman lingkungan oleh ke-
giatan manusia atau proses alam, schingga kwalitas lingkungan
menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesvai dengan
peruntukannya;
"Pengusaha” adalah Percrangan atau Badan Hukum yang me-
laksanakan kepiatan Industn;
"Lingkungan "Hidup'* adalah kesatuan ruang dengan, semua
benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalam-
nya manusia dan prilakunysz yang mempengaruhi kelangsung-
an prikehidupan dan kescjahteraan manusia seria mahiuk hi-
dup lainnya.
"Limbah Industri” adalah buangan yang berasal dari Industri
sebagai akibat proses Produksi;
“Emnisl ' adalah jumlah bahan yanaﬁ( berbentuk: gas, atau padat
dari sumber pencemaran dalam waktu tertentu,
"Bahan zat berbahaya ™ adalah bahan/zat yang karena sifat -
sifal  fsis dan kimia, dapat membahzyakan manusia, maupun
lingkungannya, seperti bahan/zat yang beracun, mndah meledak
atau terbakar, radio aktif dan sebapainya; -
“Kebisingan ™ adalah semus bunyi-bunyian atau suzra-Suara yang
tidak dikehendaki, bersumber dari alat-alat kematan Produksi
schinpgga baik ‘enagn kerja maupun masyarzkat lingkungarnya,
mendapat gangguan;
"Writerda' adalah ukuran yang dapat ditenpgang.

BAB 1 :
PEHGOLAHAN LIMBAH

Passl 2

‘Pengusaha Industri yang akan membuang limbah, diwajibkan

mengolahnya terlebih dahulu untuk mencegah pencernaran ta-
ta lingkungan hidup sekitarnya;

Mectode/cara pengolahan limbah dimaksud, dapat dilakukan
baik secara fisis, kimia, biologi atau kombinasi serta cara lain
yang sckiranya dapat mencegah pencemaran;
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(3)

(1)

(2)

(3)

(0

e

Limbah yang d;hasﬂka.n setelah melalui proses pengolahan, tingkat
pencemarannya harus ditetapkan sedemikian rupa, yaitu memenuhi
kriteria kwalitas tertentu :

a, untuk pencemaran air dalam lampiman L

b. untuk pencemaran udara dalam lampiran [L

Pasal 3

Bagi peéngusaha . Industri yang belum memiliki intalasi pengolahan
limbah, kemudian terjadi pencemaran terhadup tata lingkungan hi-
dup, pengusaha yang bersangkutan harus segera melakukan suatu
tindakan darurat untuk pencegahannya, sambil rmempersiapkan ten-
cana pencegahan yang definitif;

Tindakan darurat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, antara lsin

berupa :

a. Pengaturan Proses Produksi, yaitu operasi proses produksi se -
mentara dialihkan pada kegiatan yvang dipenmakan tidak akan me-
nimbulkan pencemaran;

b. Pengolahan Limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, pe-
nampungan sementara dan atau pengangkutan limbah ke tempzt
tempat yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikotamadya Ke-
pala Daerzh yang bersangkutan.

Pengusaha Industri yang bersangkutan harus segera melaporkan se-

gala tindakannys sebapaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini

kepada Bupati/Walikkotamadya Kepala Daerah sctempat sclambat-
lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam,

BAB IIl
PENCEMARAN KARENA KEBISINGAN

Pasal 4

Apabila intensitas tingkat kebisinzan yzng ditimbulkan oleh industri
melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) vang telsh ditetapkan, yang
mengakibatkan ganggusn baik bersipat pisik maupun psikis terhadap
masyarakat dekat dengan lingkungan industri maupun tata lingkung-
an hidup di sekitarnya, pengusaha industri yang bersangkutan harus
mengadakan tindakan pencegahan dan penanggulangannya secas
teknis, untuk menekan intensitas tingkat pencemarannya,
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(2)

(1)

(1)

(2)

Tingkat Kebisingan yang sesuai dengan Nilai Ambang Batas
(NAB) kriterianya ditetapkan sebagaimana tsrcantum dalam
Jampiran 111 Surat Keputusan ini.

BAB TV
PEMBANGUNAN INSTALAS]

Pasal 5

Pelaksanaan Pembungunan instalasi untuk proses pengolahan lirn-
bali maupun instalasifalat pencegah kebisingan, dilakukan’ oleh
masing-masinE perusahaan industri dan atau secara bersama -
sama, yang pembiayaannya dibebankan pada Pengusaha Industri
vang bersangkuian.

Tehnis penbanpgunan instalasi dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini pelaksanaarmya harus dikonsultasikan terlebih dahuiu dengan
instansi sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Surat Ke-
putusan ini.

BAB W |
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

Pengawasan - Umum dalam pelaksanaan usaha pencegahan pe-
nanggulangan dan pengendalian pencemaran dimaksud dalam
Pasal 2 (1) Pasal 3 (1) dan Pasal 4 gyat (1) Surat Keputusan
ini dilaksanakan -oleh Bupati/Walikotamadya Kepala “Daerah
yang bersangkutan.

Disamping Pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Penga -
wasan dan pembinaan tehnis juga dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah/Dinas dan Instalasi Tehnis lainnya yang berdasarkan
Peraturan Perundanp-undengan menjadi bidang tanggung jawab-
nya baik yang berada di tingkat Propinsi Daerah Tingkat 1
Jawa Barat mavpun di tingkat Kabupaten/Kctamadya Daerah
Tingkat 11 yang bersangkutan,,
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(3)

(4)

Menunjuk Instansi-instansi tersebut di bawah ini sebagal pe-

laksana Pemberi Petunjuk Teknis dalam usaha/cara mencegah

mengendalikan dan menanggulanzi pencemaran air, udara dan
kebisingan yaitu :

a. Direktorat Penyelidikan Masalah Air Departemen Pekergjaan
Umum dalam hal disain konstruksi sistim bangunan peng-
olahan air limbah:

b. Balai Besar Penelitisn dan Pergembangan Industri Bahan
dan Barang, Teknis Degpartemen Perindustrian, mengenai-
meiode pengolahan air limbah dan pencegahan buangan
gas/debu,

¢. Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat, me -
ngenai monitoringfkwalitas sumber air minum dan air lim -
bah yang keluar dari lingkungan Perusahazn, vang peng-
ambilan contohnya dilakukan oleh Petupas Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat !l kemudian dipe-
riksa oleh Balai/Laboratorium Kesehatan di Bandung.

d. Direktorat Jenderal Bina Lindung Departemen Tenaga Kerja

dar, Transmigrasi cq. Balai Fyperkes dan Keselamatan Kerja
Propinsi Dacrah Tingkat 1 Jawa Barat, menzenai pemelina-
raan keschatan kesclamatan Tenaga Kerja di dalam Ling
kungan perusahaan seeara preventil, termasuk masalah ke-
hisinpan/pencemuran. wdara yang diakibatkan oleh kegiafan
produkst dand Pabrik,

e. Dinas Pekeruan Umum Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Barat mengenai masalan pembangunan instalasi pengolahan
limbah/instalasi pencegah kebisingan. ?

Dengan tidak mengurangi kewenangan inslans_i-instansi tersetiut
dalam ayat (3) pasal ini, Gubemur Kepala Daersh dapat me-
nunjuk instansi lainnya untuk lebih maningkalkap dan._ata:J
memperlancar usaha usaha pencegahan, pengendalian dlan pa-
nanggulangan Pencemaran termasuk melaksanakan fungsi pem-
binaan d a2 n pengawasan secara tehnis.
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BAB VI _
KEWAJIBAN PENGUSAHA -

Pasai 7

(1) Setiap pengussha Industri diwajibkan untuk meclaksanakan dan
mentasti ketentuan tersebut dalam Pasal 2 avat (1), Pasal 2
ayat (1) dan DPasal 4 ayat (1) Surat Keputusan ini.

(2} Terhadap pelanggaran ayat (1) pasal ini, dikenakan sangsi se-
bagaimana tercantum dalam Pasal 8 Surat Keputusan Menteri
Perindustrian No. 12/M/SK/1/1978 tanggal 26 Januari 1978,

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebapai akibat pelaksanaan Surat Kepu-
fusan ini, dibebankan kepada Pengusaha Industri yang bersangkut -
an. '

BABR VIII .
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
(1) Hali-h2]l yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian,
(2} Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tangeal di-
tetapkan, dan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan

sebagaimana mestinya, apabila kemudian tcrdapa‘t kekeliruan-
di dalamnya.

Ditetapkan df @ : Bandung

Pada tanggal ¢ 26-5-1982

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Barat

1td.

HA. KUNAEFT
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SALINAN : Surat Keputusan-ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rak-
yat R.I. di Jakarta,
2. Bapak Menterd Dalam Negeri

di Jakarta,
3. Bapsk Menteri Perindustrian
di Jakarta.
4. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi
di Jakarta,
5. Bapak Menterdi Naker Trans
di Jakarta.
6. Bapak Menterd Pekerzan Umum
di Jakarta. i
7. Bapak Mented PPLH
di Jakarta.
8. 5dr. Ketua BKPM Pusat
di Jakarta.
9. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat
di Bandung.

10. Sdr. Unsur Muspida Fropmm Daerah Tizgkat 1 Jawa Barat
di Bandung.

11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerab Tk. I Jawa
Barat di Bandung.

12. 5dr Kepala Direktorat Sospol Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Barat di Bandung. _

13. Sdr. Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
di Bandung.

14. 5dr, Pembantu Gubemur Wilayah 1 s/d V di Jawa Barat.

15. Sdr. Para Assisten/Kepala Biro pada Setwilda ngkat I
Jawa Barat di Bandung.

16. Bdr. Para Bupati/Walikotamadya Kepalzs Daerah Tk. 1I se
Jawa Barat.

17. Sdr. Para Kepala Dinas/Kanwil di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Bart di Bandung. '
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Lampiran 1 :

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
1 Jawa Barat. L

Nomor 660.31/5k/654-BKPMD/82
Tentang : Tata Cara Pengendalian dan Kriteria
Pencemaran lingkungan #kibat indus-
Xt
Daftar Kriteria Kwalitas_Air Limbah #ty
Parametef Satuan | 1 n 7| m
Fisika I
Temperatur oC 15 38 40
Residu terlarut mg/l. 1000 13000 4000
R sidt Suspensi me/fl. 100 200 400
Kimia
pH mg/l G +9 5-9 4,5-95
Besi {(Fe) mg/T 5 7 9
Mangan (Mn) ma/fl 0,5 1 3
Tembaga (Clt) mg/l 0,5 2 3
Seng (Zn) mg/l. 5 7 10
Kron heksavalen (Cr) mg/l. 0,1 1 3
Kadmium (Cd) mg/L. oM 0,1 0,5
Raksa Total (Hg) | man 0,005 | 001 0,05
Timbal () megfl 0,1 0,5 i
Arsen (As) mg/l 0,05 0,3 0,7
Selenium (Se) my/] 0,01 0,05 05
Sianida (CN) mg/fl 0,02 .1 0CS5 0,5
Sulfida (S) me/l 0,01 0,05 0,1
Florida (F) mg/l 1.5 2 3
Clorin (C4) | men 1 2 3
Klorida o mg/l £00 1004) 1500
Sulfat (50,) | mgfl 400 601 {8
Amoniak bebas (NH3-N) mg/l 10,5 1 2
Nitrat (NOy =N)| mg/l 10 20 30
Nitrit (N — N) mg/l | 2 3
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Parameter Satuan 1 =2 IH
Eebutuhan Oksigen

Bioleg (BOD)| mg/l 20 100 ang
Kebutuhan Oksigen _
Kimia (COD)| mg/l 40 200 500
Semyawa aktif biru

metilan : mg/! 0,5 1 3
Fenol - mg/l 0,002 0,05 0,5
Minyak nabati mg/l 10 30 70
Minyak mineral mg/l 16 30 70
Radio aktifitas *)

Keterangar : *) Kadar Radioaktifitas mengikuti peraturan yang ber-

laku,
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lampian O :

Jewa Baral

Nomor

Tentang

66021 /5k/654-BRPMD /82
Tata Cara Pengendalian dan Xriteria Pencemar-

zn Lingkungan Ak‘bat Industrd.

Surat Keputusan Gubernur Kepals Dacruh Tingiat ]

-

Daftar Kriterda Kwalitas Udara

Wak tu
Rata2
dalam

Primer

Sekxunder

Min

Max.

Karbon Mopoksida =
( CO)

Nitrogen Dioksida
( NOy)

Sulpur Dioksida
( 50,

Hidrogen Sulfida

(B,8)

l jam
3 jam
8 jam
1 tahun
1 jam
3 jam
B jam
24 jam
| tahun

l jam
3 jam
& jam
24 jam

I tahun

1 jam

3 jam

g jam
24 jam

1 tahun

10 n'ng,l'm3

100 ug/m?>

265 ug/m®
.14 ppm)
BO ugme
(003 ppm)
24 ughn3

169

(021 ppm) |

100 ug/m 3
(0,05 pom)

1300 ug/m3
05 prm)

260 ug/m3

&0 ug_:"m3
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Hidro Karhon

Debu

Timbal (Ob)

Moniak (Nily)
Ohkcsidan

[ ]

1 jam
3 jam
8 jam
24 jam
| tzhun
1 am
3 jam
& jam
24 fam
I tzhum

30 har

24 jam

l jam

160 ug.ﬁ'ﬂ3
(021 ppm)

260 ug/m>
75 ugfm”

Va ugfrn3
006 ug/m”
2 ppm

160 ug/m’
(0,08 ppm)

FL

160 ug,?'mEr
(021 ppm)

150 ug}'m3
G0 ug{ma

160 ug.l’m3
(0,08 ppm)
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Daftar Hriteria Kwalitas Emisi

Pencemaran

T Kritera

Emisi

satuzn {gfmzl -F:,'l- 2

Asap

Zatzat padat

Senyawa-senyawa

Fluor
HO
Cly
H2S
NO,
co
cu
P
Ag
Sb
Cd
Hg

L&)

Picses dalarn Indusiri

ldem

Idem
Idem
Idem
ldem
ldem
idem
ltl=m
Idem
Idem
ldem
ldem

Sermus Pusat Pembakaran Ringeiman No. 2, tidak bolsh

melameaui lebih dari 5 menit
fjars. -
0.20 g/m? (sesudah dikoreksi
terhzdap 12% CO,).

0,10 g2/Nm? sebagai SO

0.20 g/Nm?3 sehagai HCI

0,10 g/Nm3 sebaga Cl,
5 ppm sebagai H28

20 g/Nm3 sebagai NO2

1.0 p/MNm3 sehapai CO
Q.02 p/Nm? sehapai 11
000 gHml sclapai I'b
0,02 g/Nm3 scbapal AS
001 g/Nm3 sehagai Sb
001 p/MNm3 sebagai Cd
001 g/Nm3 sebagai Hp

Gubernur Kepals Dzerah Tingkat |
Jawa Barat

ttd.

HA. KUNAEF]
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Lampiran 111 - Surat Keputusan Gubemnur Keépala Daerah Tingkat

I Jawsa Barat,

Nomor : 56(}.315&;694—11}11311512};'82

Tentang : Tata Cara Pengendalian dan Kriteria
Pencemaran Lingkungan Akibat In-
dustri, :

Daftar Kriteria Kwalitas Kebisingan

L

II.

Nilai Ambang Batac untuk Kebisingan d; tempat kerja ditetap-
kan 85 dBA.

Nilai Ambang Batas untuk masyarakat/Lingkungan Industd, di
bagi tiga Daerah/Wilayah

IL1.

1514,
IL1.2.
.13,

I1.2.

.21,
11.2.2,
11.2.3.

1.3,

1
I1.3.2.
11.3,3.

Daerah sekitar Rumah Sakit, tempat perawatan -
Malam har tidak boleh lebih dari 35 dBA.

Pagi dan Sore tidak boleh lebih dari 40 4BA.
Siang hari tidak boleh lebih dari 45 dBA.
Daerah Pemukiman bjssa tempat tinpgal -

Malam hari tidak boleh lebih dar 40 dBA.

Pagi dan Sore: tidak ooleh lebih dar 45 dBA.
Siang hari tidak boleh lebih dari 50 dBA.

Daerah sekitar Komplek Pertokoan, Jalap dan Pabrik:
Malam har tidak boleh lebih dari 50 dBA.

Pagi dan Sore tidak boleh lebih dari 55 dBA.

Siang hari tidak bolel lebih dari 60 dBA.

Gubernur Kepela Dacrah Tinglat |
Jawa Barat

ted. . 5
LLA_KUN#.EF!
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